BUPATI ASAHAN
PROVINS] SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI ASAHAN
NOMOR 42 TAHUN 2021
TENTANG

FERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR 24 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN
PENDIDIKAN FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN

Menimhbang

Mengingar

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPAT] ASAHAN,

bahwa sehubungan dengan penambahan beberapa
sekolah baru pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah
Menengah Pertama di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Asahan, sehingga perlu untuk ditetapkan
menjadi  Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan
Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten
Asahan:

bahwa dalam rangka sinkronisasi Nomor Pokok
Sekolah Nasional (NPSN) dengan Data Pokok
Pendidikan (DAPODIK) vang diterbitkan oleh
Kementerian Pendidikan dan Kebudavaan Republik
Indonesia;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Asahan Nomeor 24 Tahun 2018
tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah
Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan
Kabupaten Asahan

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten
dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1092);



w

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru
dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4586);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan [(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 MNomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negarallembaran Negara Republik
Indonesiza Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Nepara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
MNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemenntah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456},
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaram Negara

Republik Indonesia Nomor 3670);




10.

1%,

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang
Guru (Lembaran Negara Repubilik Indonesia Tahun
2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara
Republik indonesia Tahun 2017 Nomor 107,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6058);

Feraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyvelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
[ndonesia Nomor 5105}, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
17 Tahun 2010 tentang  Pengelolaan dan
Penyelenggarsan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik’ Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3137);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat [Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sehagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabhun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402}

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Huleam
Daerah {Berita Negara Republik Indonesia Nomor
Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah
dinbah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 rentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah {(Berita Negara
Republik indonesia Tahun 2018 Nomeor 157);



12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita
Negara Republik Indenesia Tahun 2017 Nomor 451);

13. Keputusan Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional
Nomor 3574 /G.G4 /KL /2009 tentang Penetapan Nomar
Pokok Sekolah Nasional, sebagaimana telah diubzh
dengan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional
Nomor 3793.9/G.G4/KL/2009 tentang Perubahan Atas
Keputusan Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional
Nomor 3574/G.G4/KL/2009 tentang Penetapan Nomor
Pokok Sekolah Nasional:

14. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah
Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten
Asahan Tahun 2016 Nomor 7):

15. Peraturan Bupati Asahan Nomor 234 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan
Organisasi, Tata Kera, Uraian Tugas dan Fungsi
Jabatan pada Dinas Daerah Kabupaten Asahan (Berita
Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 349;

16. Peraturan Bupati Asahan Nomor 24 Tshun 2018
Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah
Batuan Pendidikan Formal Pada Dinas Pendidikan
Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan
Tahun 2018 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
FERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR 24 TAUUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH SATUAN FENDIDMKAN FORMAL FADA DINAS
FPENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN

Pasal [

Ketentuan Lampiran | Peraturan Bupati Asahan Nomor 24 Tahun 2018
Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan
Formal Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten
Asahan Tahun 2018 Nomor 25| diubah, sehingga menjadi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahlkan dari
. Peraturan Bupati ini,



Hasal 1l

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

aﬂn.gar setiap orang mengetahuinys, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannva dalam Berita Daerah Kabupaten Asghan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 13 Novermnber 2021

BUPATI ASAHAN,
ttd

SURYA

Diundangkan di Kisaran
pada tanggal 15 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

ttd

JOHN HARDI NASUTION
EERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2021 NOMOR 42
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JL. BESAR DESA SEI ALIM
HASSAK DUSUN II

_DU‘%UN [l DESA SEI KAMAH l

. e e
UPTD SDN 010036 PERKEBUNAN SEL m:am?aﬁ JL. PERK. SEI DADAP I/11
DADAP 1/11

{08 | UPTD SDN 010037 PERKEBUNAN SEI 10204755 | PERKEBUNAN SEI DADAP
DADAP 111/ IV 1/ 1V

199 | UPTD BDH 010048 SEI ALIM HASAK | 1 0204747 | SEL ALIM HASAK

500 | UPTD SDN 010052 SEI KAMAH 1 10004743 | JL. PROTOKOL SEI KAMAH 1|

201 | UPTD SDN 010053 SEI KAMAH 11 10204725 | SEI KAMAH Ti '

502 | UPTD SDN 010054 BAHUNG SIBATU 10204794 | BAHUNG SIBATU BATU

BATU
503 [UPTD SDN 013836 PERKEBUNAN SEl | 10204681 | SEL DADAP II/1V
DADAP L/ IV
04 | UPTD SDN 013839 BAHUNG SIBATU | 10204677 L. BESAR DESA BAHUNG
BATU SIBATU-BATU
505 | UPTD SDN 013840 SEI ALIM HASAK | 10204676 | SEL ALIM HASAK
206 | UPTD SDN 014660 SEI KAMAH | 10203983 | JL. PROTOKOL SEI KAMAH | B

207 | UPTD SDN 014670 SEI mmm SARU | 10203982 | SET1 KAMAH BARU

208 | UPTD SDN 014672 TANJUNG ALAM | 10203997 TANJUNG ALAM

09 | UPTD SDN 015923 PERKEBU NAN SEL | 10203861 | PERK. SEI DADAP L1
DADAP 1/11

210 | UPTD SDN 016550 SEI KAMAH 11 10204106 | SEI KAMAH 1

211 | UPTD SDN 017132 BAHUNG SIBATU | 10204164 TBAHUNG SIBATUBATU
' BATU

212 | UPTD SDN 018446 TANJUNG ALAM 10204276 | TANJUNG ALAM




“10214118 | JL. BESAR DESA SEI
AUMHASAK

BUPATI ASAHAN,

"SEI DADAP = UPTD SMP NEGERI 1 SEI DADAP
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